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Abstract
This article discusses the implementation of the decentralization particularly in the field
of cultural and heritage preservation. Through the elaboration of the case of cultural and
heritage preservation in the province of West Sumatra, Riau and Riau Islands, this article
argues that the core problem is related to the political will and the availability of person-
nel. This paper suggests that in order to ensure the preservation of cultural heritage,
some organizational reform are needs to be taken followed by reform of the apparatus as
a whole, both within the central and local government.
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Abstrak
Artikel ini mendiskusikan tentang pelaksanaan desentralisasi khususnya bidang
pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Kendala
yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi pelestarian cagar budaya terutama
berkaitan dengan masalah ketersediaan sumber daya aparatur di daerah. Oleh karena
itu, tulisan ini menekankan bahwa untuk menjamin keberhasilan desentralisasi
pelestarian cagar budaya perlu diikuti dengan reformasi aparatur secara menyeluruh,
baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kata Kunci:
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Pendahuluan
Tulisan ini mengkaji secara singkat
pelaksanaan desentralisasi di bidang
kebudayaan, khususnya bidang pelestarian
cagar budaya atau peninggalan purbakala,
di wilayah Sumatera bagian Tengah,
tepatnya di wilayah Provinsi Sumatera
Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Pem-
bahasan mengenai pelaksanaan desen-
tralisasi pelestarian cagar budaya di ketiga
provinsi ini menjadi penting paling tidak
karena tiga alasan berikut.
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Pertama, Provinsi Sumatera Barat, atau
yang lebih dikenal dengan ranah
Minangkabau, dan Provinsi Riau serta
Provinsi Kep. Riau, atau yang lebih dikenal
sebagai ranah Melayu, merupakan wilayah
yang mengandung cagar budaya yang
cukup banyak. Dokumentasi terakhir
(Sugiharta, 2010) mencatat bahwa cagar
budaya tidak bergerak (unmoveable) di
ketiga provinsi ini mencapai 734 buah,
dengan perincian di Provinsi Sumatera Barat
sebanyak 544 buah (74%), di Provinsi Riau
sebanyak 91 buah (12%), dan di Provinsi
Kepulauan Riau sebanyak 99 buah (14%).
Jumlah sebanyak itu belum termasuk cagar
budaya bergerak (moveable) yang setara
jumlahnya atau bahkan mungkin lebih
banyak lagi. Sebagai bagian dari properti
bangsa, cagar budaya merupakan
khazanah yang mempunyai nilai penting
bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan
kebudayaan. Oleh karena itu, kajian
terhadap upaya pelestarian cagar budaya,
baik dari aspek kebijakan maupun teknis,
selalu menjadi hal yang urgen.
Kedua, Provinsi Sumatera Barat, Riau,
dan Kepulauan Riau merupakan wilayah
kerja dari Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala (BP3) Batusangkar, salah satu
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah
pusat yang bergerak di bidang pelestarian
cagar budaya. Semenjak berdiri pada tahun
1989 (waktu itu masih bernama Suaka
Peninggalan Sejarah dan Purbakala), belum
pernah dilakukan evaluasi secara umum
tentang pelaksanaan pelestarian cagar
budaya di wilayah kerjanya tersebut dalam
sebuah naskah tercetak yang diterbitkan.
Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan
menjadi pemicu bagi kajian-kajian sejenis
dalam rangka mengeksplorasi problema-
tika-problematika yang ada sekaligus
mengevaluasi kebijakan dan teknis
pelestarian cagar budaya di daerah otonom.
Ketiga, kajian-kajian mengenai
desentralisasi di Indonesia, baik konsep dan
teori maupun pelaksanaannya, sudah
banyak dilakukan. Sekedar contoh, tulisan
Susiloadi (2007), Nurcholis (2007), dan
Syaukani, dkk. (2009) merupakan kajian-
kajian yang membahas desentralisasi dari
perspektif konsep dan teoritis. Sementara itu,
studi yang dilakukan oleh Hadiz (2004),
Agustino (2011) dan Pramudyasmono (2011)
merupakan contoh kajian desentralisasi di
tingkat implementasi. Secara lebih khusus,
beberapa penulis juga telah membahas
pelaksanaan desentralisasi di berbagai
bidang, seperti desentralisasi fiskal
(Suhendra dan Amir, 2006; Kumorotomo,
2008; de Mello, 2010; Comola dan de Mello,
2010; Fadzil dan Nyoto, 2011, dan Skoufias,
dkk., 2011), desentralisasi kehutanan
(Samsu, dkk., 2005; Ngakan, dkk., 2005;
Barr, dkk., 2006; Yasmi dan Guernier, 2008;
Yasmi, dkk., 2009; Moeliono, dkk., 2009),
desentralisasi kesehatan (Lieberman, dkk.,
2005; Trisnantoro, 2009; Friedman, dkk.,
2006; Thabrany, 2006), desentralisasi
pendidikan (Behrman, 2002; Muderawan,
2007; Samosir, 2008; Zuhri dan Abidin, 2009;
Simatupang, 2009), dan lain sebagainya.
Keragaman bidang kajian desentralisasi
di atas ternyata belum mencakup seluruh
urusan yang didesentralisasikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah. Salah satu bidang yang belum
banyak dibahas adalah bidang kebudayaan,
khususnya masalah pelestarian cagar
budaya. Padahal bidang ini termasuk yang
didesentralisasikan ke daerah otonom
bersamaan dengan bidang-bidang yang
lain. Sejauh ini penulis baru menemukan
satu buah artikel pendek (Silver, 2007) yang
membahas sekilas masalah desentralisasi
dalam hubungannya dengan pariwisata,
warisan budaya, dan HAM di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk menambah wacana
publik mengenai desentralisasi pelestarian
cagar budaya, tulisan ini diharapkan
menemukan ruangnya.
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Sehubungan dengan ketiga alasan di
atas, tulisan ini hendak mendiskusikan lebih
lanjut mengenai pelaksanaan desentralisasi
pelestarian cagar budaya di daerah otonom,
khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Riau,
dan Kepulauan Riau, dalam kaitannya
dengan ketersediaan sumber daya aparatur.
Tulisan ini diawali dengan pembahasan
mengenai urgensi sumber daya aparatur
dalam proses desentralisasi. Bagian
selanjutnya membicarakan riwayat desen-
tralisasi bidang cagar budaya di Indonesia
secara umum dan di Provinsi Sumatera
Barat, Riau, dan Kepulauan Riau secara
khusus. Pembahasan ini disambung dengan
paparan mengenai gambaran riil (kondisi
eksisting) ketersediaan sumber daya
aparatur pelestari cagar budaya di daerah
otonom, baik yang berada di UPT peme-
rintah pusat (BP3 Batusangkar) maupun
yang berada di lingkungan pemerintah
daerah. Paparan dilanjutkan dengan uraian
mengenai kondisi problematis di daerah
otonom dalam hubungannya dengan
sumber daya aparatur pelestari cagar
budaya Tulisan ini diakhiri dengan sajian
mengenai kiat-kiat atau strategi-strategi
yang kiranya dapat dilakukan untuk
mengatasi situasi problematis yang ada.
Desentralisasi dan Sumber Daya
Aparatur
Pada dasarnya, sistem pemerintahan
dalam sebuah negara kesatuan, seperti In-
donesia, adalah sentralisasi. Akan tetapi,
karena Indonesia adalah negara yang sangat
luas, terdiri dari puluhan ribu pulau besar
dan kecil, dan penduduknya terdiri atas
berbagai suku bangsa, ras, dan agama,
maka sesuai Pasal 18 UUD 1945, penye-
lenggaraan pemerintahannya dilaksanakan
secara desentralisasi (Nurcholis, 2007: 6).
Dengan demikian, desentralisasi dimaknai
sebagai strategi pemerintah untuk me-
ringankan beban pemerintah pusat dengan
cara melimpahkan sebagian kewenangan-
nya ke pemerintah daerah sehingga
pemerintah daerah yang bersangkutan bisa
mengatur dan mengurusi urusan peme-
rintahannya sendiri.
Pemaknaan di atas menunjukkan
bahwa desentralisasi merupakan suatu hal
yang urgen. Dalam spektrum ilmu politik,
Syaukani, dkk. (2009: 20-32) menyatakan
bahwa urgensitas desentralisasi terutama
berkaitan dengan (1) efisiensi-efektifitas
penyelenggaran pemerintahan, (2) pendidik-
an politik, (3) pemerintahan daerah sebagai
persiapan karir politik lanjutan, (4) stabilitas
politik, (5) kesetaraan politik, dan (6)
akuntabilitas politik. Sementara itu, dalam
perspektif ilmu administrasi publik, konsep
desentralisasi merupakan sebuah pendekat-
an dan teknik manajemen yang berkenaan
dengan fenomena pendelegasian wewenang
dan tanggung jawab dari tingkat peme-
rintah yang lebih tinggi ke tingkat yang
lebih rendah (Susiloadi, 2007: 119). Dalam
konteks seperti ini, desentralisasi diyakini
sebagai konsep yang dianggap mampu
mengatasi masalah pelayanan publik di
berbagai sektor melalui efisiensi, efektifitas,
dan pemerataan sehingga pada akhirnya
terwujud kesejahteraan masyarakat
(Aminoto, 2000: 2). Dengan kata lain,
desentralisasi merupakan sebuah tool yang
dapat dipakai sebagai sarana untuk
mencapai tujuan bernegara, yaitu memberi-
kan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan
publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002:
1).
Pada sisi lain, keunggulan konsep
desentralisasi harus diimbangi keberhasilan
dalam implementasinya. Dalam hal ini,
pelaksanaan desentralisasi sangat ter-
gantung pada model dan proses imple-
mentasi, kesiapan administrasi pemerintah-
an, pengembangan kelembagaan dan
ketersediaan sumber daya aparatur,
mekanisme peningkatan kinerja aparat
birokrasi, perubahan sistem nilai dan
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perilaku birokrasi dalam pelayanan sektor
publik, serta dukungan politis, baik di
lingkup pemerintahan maupun masyarakat
secara umum (Sidik, 2002: 3).
Berkaitan dengan hal di atas, penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa kemampu-
an administrator (aparatur) daerah merupa-
kan variabel penting untuk mengukur
derajat otonomi daerah. Oleh karena itu,
besaran otonomi yang diberikan ke daerah
seharusnya disesuaikan dengan kemampu-
an aparatur daerah setempat karena
kemampuan aparatur daerah yang rendah
dapat menimbulkan resiko kegagalan
dalam pelaksanaan desentralisasi (Dwi-
yanto, 2010: 175). Dengan kata lain, urusan-
urusan yang hendak didesentralisasikan
hendaknya dipilih secara selektif dengan




Kewenangan pelestarian cagar budaya
pada awalnya merupakan kewenangan
pemerintah pusat. Secara teknis, kewenang-
an tersebut dijalankan oleh Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala (BP3) sebagai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung di
bawah Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata (sekarang di bawah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan). Sampai saat
ini terdapat 12 buah BP3 yang tersebar di
beberapa tempat di Indonesia dan sebagian
besarnya memiliki wilayah kerja lebih dari
dua provinsi (Lihat Tabel 1).
Tabel 1
Sebaran Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala di Indonesia
Sumber: Supardi (2004: 184) dengan modifikasi
dan updating dari penulis
Seiring dengan era otonomi daerah,
banyak kewenangan pemerintah pusat
yang kemudian dilimpahkan ke pemerintah
daerah, termasuk kewenangan pelestarian
kebudayaan secara umum dan pelestarian
cagar budaya secara khusus. Hal ini dapat
dilihat, misalnya, pada Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
bahwa salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah
daerah adalah kebudayaan. Sementara itu,
dalam undang-undang pemerintahan
daerah yang baru, yaitu Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, pada Pasal 22 disebutkan bahwa
salah satu kewajiban daerah otonom adalah
melestarikan nilai sosial budaya (huruf
“m”). Selanjutnya, dalam Peraturan Peme-
rintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran Q
(Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata) disebutkan
secara tegas bahwa masalah cagar budaya
(purbakala) termasuk urusan yang didesen-
tralisasikan. Desentralisasi pelestarian cagar
budaya ini semakin dipertegas dengan
keluarnya undang-undang cagar budaya
baru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya, yang sangat
kental mengusung semangat desentralisasi.
Hal ini berbeda dengan undang-undang
cagar budaya yang lama, yaitu Undang-
Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda
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Cagar Budaya, yang masih menganut
semangat sentralisme.
Mengacu kepada peraturan per-
undang-undangan di atas, maka semua
urusan teknis di bidang pelestarian cagar
budaya, dari hulu sampai hilir, juga menjadi
kewenangan daerah otonom. Secara teoritis,
pelimpahan kewenangan ini jelas mem-
peringan tugas dan tanggung jawab
pemerintah pusat. Namun demikian, ketika
kebijakan ini mau diimplementasikan,
muncul permasalahan baru terutama
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya
aparatur pelestari cagar budaya di daerah
otonom. Uraian berikut mengulas secara
lebih rinci permasalahan tersebut.
Problematika Sumber Daya Aparatur
Pelestari Cagar Budaya
Institusi paling utama yang ber-
tanggung jawab langsung dalam bidang
pelestarian cagar budaya di Provinsi
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
adalah (1) BP3 Batusangkar, sebagai UPT
pemerintah pusat yang mempunyai wilayah
kerja di ketiga provinsi tersebut, dan (2)
masing-masing dinas atau kantor yang
membidangi kebudayaan atau kepur-
bakalaan di daerah. Sementara itu, sumber
daya aparatur paling utama yang diperlu-
kan dalam proses pelestarian cagar budaya
adalah para arkeolog (Sarjana Arkeologi).
Hal ini karena pelestarian cagar budaya
merupakan bidang ilmu yang secara
khusus dipelajari dalam Ilmu Arkeologi.
Namun demikian, bukan berarti Sarjana
Arkeologi merupakan pemeran atau aktor
satu-satunya dalam pelestarian cagar
budaya. Dalam realitasnya, Sarjana Arkeo-
logi banyak dibantu oleh sarjana dari
berbagai cabang ilmu lain, seperti Sejarah,
Antropologi, Sosiologi, Hukum, Geologi,
Biologi, Kimia, Asitektur, dan Teknik Sipil.
Sementara itu, di tataran teknis (detail
pekerjaan), Sarjana Arkeologi juga banyak
dibantu oleh para tenaga teknis lulusan STM
Bangunan atau D3 Teknik Sipil.
Dalam kaitannya dengan pelestarian
cagar budaya, sampai tahun 2011 Sarjana
Arkeologi yang tersedia di instansi pusat
(BP3 Batusangkar) hanya sejumlah 8 orang.
Sementara itu, di daerah otonom (38
pemerintah kabupaten atau kota dan 3
pemerintah provinsi) hanya tersedia 10 or-
ang (lihat Tabel 2).
Tabel 2
Jumlah dan Distribusi Sarjana Arkeologi pada
Instansi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat,
Riau, dan Kepulauan Riau
Sumber: Observasi Penulis
Keterangan: Pemkab/Pemkot yang tidak
ada Sarjana Arkeologinya digabung
dalam satu baris.
Jika dibandingkan dengan jumlah
beban kerja, misalnya, jumlah cagar
budaya tidak bergerak (Lihat Tabel 3), maka
sebagian besar Sarjana Arkeologi mem-
peroleh angka rasio beban kerja yang cukup
tinggi (Lihat Tabel 4). Hal yang paling tinggi
terlihat pada Sarjana Arkeologi di BP3
Batusangkar (1:91,7), apalagi jika ditambah
dengan rasio cakupan wilayah kerja.
237
Tabel 3
Jumlah Cagar Budaya Tidak Bergerak
di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan
Kepulauan Riau
Sumber: Sugiharta (2010: 1) dengan updating
Tabel 4
Rasio antara Jumlah Sarjana Arkeologi dengan
Beban Kerja
Tabel diatas baru menghitung angka
rasio kasar dengan membandingkan jumlah
SDM dengan jumlah cagar budaya sebagai
beban kerjanya dan belum menghitung
rasio antara jumlah SDM dengan detail
pekerjaan yang tentu akan lebih tinggi lagi.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan
yang sangat besar sehingga setiap arkeolog
(terutama di BP3 Batusangkar) mempunyai
beban kerja yang sangat berat. Sementara
itu, kondisi yang ada di daerah otonom
justru lebih buruk lagi dan tidak hanya
berhubungan dengan masalah ketersediaan
sumber daya aparatur pelestari cagar
budaya. Berikut beberapa fenomena yang
menunjukkan sisi gelap desentralisasi di
daerah otonom dalam hubungannya
dengan pelestarian cagar budaya.
Pertama, kurangnya dukungan pro-
gram pelestarian cagar budaya di daerah
otonom. Banyak daerah otonom yang tidak
mempunyai program pelestarian cagar
budaya dan kalaupun ada hanya memper-
oleh alokasi anggaran yang sangat tidak
memadai. Salah satu alasan paling klasik
adalah keterbatasan anggaran. Sebagai
contoh, salah satu Seksi Kepurbakalaan di
sebuah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
di salah satu kabupaten di Sumatera Barat
hanya diberi alokasi anggaran sebesar Rp.
40-50 juta untuk satu tahun anggaran.
Alokasi anggaran sekecil ini tentu sangat
tidak memadai untuk membiayai program
pelestarian cagar budaya dalam lingkup
satu kabupaten. Untuk standar Sumatera
Barat, anggaran sebesar itu maksimal hanya
dapat digunakan untuk melaksanakan satu
buah kegiatan berskala kecil, seperti survei
pendataan atau inventarisasi.
Kedua, kurang atau tidak adanya
Sarjana Arkeologi di daerah otonom. Tabel
2 menunjukkan sebagian besar daerah
otonom tidak memiliki Sarjana Arkeologi
sehingga menghambat perencanaan dan
pelaksanaan program pelestarian cagar
budaya di daerah yang bersangkutan. Hal
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ini diperburuk oleh tidak adanya kebijakan
untuk membuka formasi (lowongan)
Sarjana Arkeologi dalam proses penerimaan
pegawai.
Ketiga, kurangnya dukungan kelemba-
gaan. Hal ini ditandai oleh tidak adanya
seksi atau bidang yang menangani masalah
cagar budaya atau kepurbakalaan di
sebagian daerah otonom. Hal yang lebih
menyedihkan justru terjadi di Kabupaten
Tanah Datar, Sumatera Barat, sebuah
kabupaten yang terkenal sebagai pusat
kebudayaan Minangkabau. Seiring dengan
terbitnya Undang-Undang Cagar Budaya
akhir tahun 2010 yang lalu, Pemkab
setempat justru menghapus bidang dan
seksi kepurbakalaan yang ada di lingkung-
an Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal
ini sebagaimana terlihat dalam Perda
Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Bandingkan dengan
perda sebelumnya, yaitu Perda Kabupaten
Tanah Datar No. 7 Tahun 2008, yang
mengatur hal yang sama). Terlepas dari
pertimbangan teknis dan politis dari bupati
setempat, penghapusan ini mengindikasi-
kan bahwa pemkab tersebut tidak lagi
memandang urusan kepurbakalaan sebagai
urusan yang perlu diarusutamakan dalam
konteks otonomi daerah.
Keempat, buruknya manajemen
kepegawaian. Salah satu efek buruk otonomi
daerah adalah semakin semena-menanya
penempatan pegawai tanpa mempertim-
bangkan kompetensi dan kualifikasi
pendidikan pegawai yang bersangkutan.
Sebagai contoh, seorang Sarjana Arkeologi
yang sebelumnya bekerja di Dinas Ke-
budayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
kemudian justru dipindahkan sebagai staf
Kantor PPAT di sebuah kecamatan. Terlepas
dari apakah mutasi tersebut dilakukan
dalam rangka pembinaan pegawai atau
bukan, akan lebih baik jika mutasi tersebut
diarahkan dalam rangka pemberdayaan
terhadap ilmu dan kapasitas yang dimiliki
oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu,
kalaupun mutasi tersebut dimaksudkan
sebagai usaha pembinaan pegawai,
menempatkan objek binaan bukan pada
bidangnya justru tidak akan mencapai
maksud dan tujuan pembinaan itu sendiri.
Kelima, buruknya iklim dan budaya
kerja di daerah otonom. Hal ini menyebab-
kan seorang pegawai tidak terdorong untuk
mengembangkan kapasitas sesuai keilmuan-
nya, walaupun mungkin sudah ditempat-
kan di dinas atau kantor yang cukup relevan
dengan keilmuannya. Hal ini sebagaimana
dirasakan oleh salah seorang Sarjana
Arkeologi yang bekerja di Dinas Kebuda-
yaan dan Pariwisata Kab. 50 Kota. Bahkan,
pegawai yang bersangkutan mengaku telah
mengalami stagnasi dan sudah lupa pada
sebagian prinsip-prinsip dasar ilmu
Arkeologi. Untuk arkeolog wanita, nasibnya
lebih menyedihkan, karena lebih sering
diperbantukan di bagian Tata Usaha, tentu
bukan karena ke-Arkeologi-annya, tetapi
karena mahir mengetik dengan komputer.
Berkaitan dengan realitas diatas,
akhirnya BP3 Batusangkar sampai
sekarang, mau tidak mau, tetap memegang
peranan utama dalam pelestarian cagar
budaya di daerah otonom walaupun
kebijakan desentralisasi sudah digulirkan
sejak sepuluh tahun yang lalu. Padahal,
sebagaimana telah disebutkan dimuka,
beban kerja institusi ini mencakup
pelestarian sejumlah 734 cagar budaya tidak
bergerak dan 600 lebih cagar budaya
bergerak di 3 provinsi dengan 38 kabupaten/
kota. Kondisi ini masih diperparah lagi oleh
adanya permintaan bantuan tenaga
arkeologi dari beberapa daerah otonom
yang mempunyai kecukupan anggaran
tetapi tidak mempunyai tenaga arkeologi.
Dengan demikian, sampai saat ini hampir
semua daerah otonom masih sangat
bergantung kepada BP3 Batusangkar, baik
dalam masalah tenaga (bagi daerah otonom
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yang kaya) maupun dalam bentuk uluran
program (bagi daerah otonom yang
miskin).
Selain itu, realitas di atas juga mengaki-
batkan tenaga arkeologi yang ada di BP3
Batusangkar mengalami overlapping
pekerjaan, karena selain harus menyelesai-
kan tugas-tugas internal kantor juga harus
memenuhi permintaan bantuan tenaga dari
eksternal kantor. Hal ini berdampak kurang
baik berkaitan dengan kualitas hasil
pekerjaan, di samping kendala lain yang
berhubungan dengan masalah administra-
tif, seperti absensi kehadiran, tabrakan
jadwal pekerjaan, dan lain sebagainya.
Adanya disharmoni pekerjaan di
bidang pelestarian cagar budaya ini
menunjukkan bahwa program desentra-
lisasi yang digulirkan oleh pemerintah pusat
sampai saat ini belum dapat dikatakan
berhasil. Bahkan, kondisinya menunjukkan
situasi yang problematis karena masih
lebarnya jurang antara idealisme otonomi
dengan implementasinya.
Reformasi Aparatur sebagai Solusi
Salah satu solusi untuk mengatasi
kondisi problematis mengenai pelaksanaan
desentralisasi pelestarian cagar budaya
adalah melakukan reformasi aparatur yang
bekerja di instansi yang membidangi
pelestarian cagar budaya. Reformasi apa-
ratur menemukan titik urgensinya karena
aparaturlah penggerak utama dari semua
unsur dalam sistem desentralisasi. Berkaitan
dengan hal tersebut, reformasi aparatur
hendaknya paling tidak meliputi: pe-
ningkatan dan pengembangan kapasitas (in-
ternal) aparatur (Keban, 2010; Lele, 2010;
Margono, 2010; Wicaksono, 2010), pengem-
bangan kapasitas berjejaring (Pratikno,
2010; Widaningrum, 2010), perbaikan sistem
penggajian dan penegakan sistem merit
(Pramusinto, 2010; Sulistiyani, 2010), dan
penyelenggaraan sistem rekruitmen
aparatur yang baik (Syaukani, 2007).
Berdasarkan konsepsi ini, berikut disajikan
beberapa kiat atau strategi dalam rangka
melakukan reformasi aparatur pelestari
cagar budaya di daerah otonom pada
umumnya dan di Provinsi Sumatera Barat,
Riau, dan Kepulauan Riau pada khususnya.
Pertama, peningkatan kapasitas internal
pelestari cagar budaya. Mengingat keter-
batasan Sarjana Arkeologi, pengertian
“pelestari cagar budaya” perlu diperluas
cakupannya, yaitu tidak hanya para sarjana
arkeologi saja, tetapi tenaga teknis non-
arkeologi yang diperkirakan masih
berpotensi untuk ditingkatkan kapasitasnya.
Untuk para Sarjana Arkeologi, peningkatan
kapasitas diarahkan ke penguasaan
kemampuan manajerial di bidang pelesta-
rian sehingga mampu melaksanakan
panggilan tugas, baik yang berasal dari
dalam kantor maupun luar kantor, dengan
ketersediaan waktu yang amat terbatas.
Beberapa usaha yang dapat ditempuh,
misalnya, dengan menugasbelajarkan
Sarjana Arkeologi yang ada ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi (S2 atau S3).
Untuk konteks Indonesia, beberapa bidang
keilmuan yang dapat ditempuh, misalnya
Ilmu Arkeologi dengan konsentrasi
Manajemen Sumber Daya Budaya (Cultural
Resource Managament) atau Ilmu Admi-
nistrasi dan Kebijakan Publik dengan
mengambil konsentrasi pada Kebijakan
Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi
kebijakan khusus mengenai Pelindungan,
Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar
Budaya.
Sementara itu, untuk tenaga teknis non-
arkeologi, peningkatan kapasitas diarahkan
ke penguasaan dasar-dasar arkeologi dan
konservasi cagar budaya. Beberapa kiat
yang dapat ditempuh dalam hal ini, misal-
nya dengan mengikutsertakan tenaga-
tenaga teknis tersebut melalui program
pemagangan, diklat (pendidikan dan
pelatihan), work shop, ataupun kursus
pendek (short course), baik di dalam negeri
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maupun luar negeri. Untuk di dalam negeri,
usaha ini dapat dilakukan di instansi
kepurbakalaan seperti BP3 yang mem-
punyai spesifikasi tertentu ataupun Balai
Konservasi Peninggalan Borobudur (BKPB)
sebagai UPT kepurbakalaan yang salah satu
tupoksinya memang melakukan pelatihan
tenaga teknis di bidang konservasi pe-
ninggalan purbakala. Adapun di luar negeri,
beberapa instansi pemerintah, lembaga
dunia yang bergerak di bidang kebu-
dayaan, seperti UNESCO, ataupun univer-
sitas juga banyak menawarkan kursus-
kursus singkat tentang pelestarian dan
konservasi cagar budaya, bahkan beberapa
diantaranya dilaksanakan dengan model
beasiswa (scholarship).
Untuk pengiriman tenaga teknis ke luar
negeri, sebenarnya pemerintah Indonesia
(melalui Direktorat Purbakala) sudah sering
melakukannya, walaupun dalam jumlah
terbatas, seperti ke Jepang, Korea Selatan,
Thailand, Philipina, dan Italia sebagai
negara-negara yang dikenal concern di
bidang pelestarian warisan budaya (cultural
heritage). Namun demikian, salah satu hal
yang perlu dikritisi adalah masalah
keterbukaan informasi dan kemudahan ijin
di tingkat pusat (direktorat). Oleh karena
itu, untuk percepatan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, ke depan perlu
diberikan informasi seluas-luasnya sehingga
setiap pegawai mempunyai kesempatan
yang sama untuk mengakses informasi-
informasi yang berkaitan dengan program
peningkatan kapasitas di bidang pelestarian
cagar budaya. Selanjutnya, keterbukaan
informasi ini dilanjutkan dengan kemudah-
an ijin bagi pegawai yang berniat atau
ditugaskan oleh instansinya, terutama UPT
purbakala yang ada di daerah.
Kedua, peningkatan kapasitas ber-
jejaring. Dalam konteks ini, peningkatan
kapasitas berjejaring lebih mengarah ke
peningkatan kapasitas yang bersifat
eksternal, yaitu kemampuan untuk
membangun jaringan di luar instansi tempat
bekerjanya. Kemampuan berjeraring atau
membangun jaringan merupakan kemam-
puan yang sangat diperlukan terutama bagi
para aparatur yang dalam tugas rutinnya
banyak berhubungan dengan banyak stake-
holder. Dengan demikian, konflik kelemba-
gaan, baik horisontal (antar pemerintah
daerah) maupun vertikal (antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah) dapat
diminimalisasi. Selain itu, para pelestari
cagar budaya diharapkan juga dapat mem-
bangun jaringan di luar lingkup kerjanya.
Hal ini diperlukan, selain untuk menunjuk-
kan eksistensi pekerjaannya, juga untuk
saling membagi informasi dan ide yang
kemudian dapat diterapkan dalam program
pelestarian cagar budaya dalam konteks
desentralisasi.
Ketiga, perbaikan sistem penggajian.
Sudah menjadi rahasia umum jika sistem
penggajian dan promosi pegawai (aparatur)
yang ada sekarang ini masih jauh dari yang
diharapkan dan jauh dari rasa keadilan.
Sementara itu, kesejahteraan, lahir dan batin
secara keseluruhan juga merupakan
tuntutan yang harus dipenuhi, karena
berhubungan dengan semangat dan etos
kerja pegawai yang bersangkutan. Oleh
karena itu, perbaikan sistem penggajian dan
promosi pegawai harus terus diupayakan
sehingga kesejahteraan pegawai dapat terus
meningkat yang tentu saja disesuaikan
dengan tingkatan kinerja masing-masing
pegawai.
Keempat, penegakan sistem merit.
Sistem merit perlu ditegakkan bagi pegawai
agar setiap pegawai dapat dan bisa bekerja
sesuai dengan kompetensinya. Dalam
masalah ini sebenarnya pemerintah sudah
menetapkan beberapa jabatan fungsional
sebagai salah satu wahana bagi aparatur
untuk berkiprah sesauai kompetensi
sekaligus sebagai alat pengukur kinerjanya.
Untuk bidang kebudayaan, khususnya
masalah pelestarian cagar budaya, sebenar-
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nya pemerintah sudah menetapkan adanya
jabatan fungsional pamong budaya, yaitu
dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.
BP.37/KP.403/MKP/2010 dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pamong Budaya dan Angka
Kreditnya. Namun demikian, sampai
sekarang jabatan fungsional ini belum dapat
direalisasikan dengan alasan belum ada
petunjuk teknisnya.
Kelima, penyelenggaraan sistem
rekruitmen yang baik. Salah satu kendala
yang paling jelas dari desentralisasi cagar
budaya adalah minimnya sarjana arkeologi
secara kuantitas. Oleh karena itu, walaupun
pemerintah baru-baru ini mengeluarkan
kebijakan moratorium PNS, permintaan
formasi aparatur untuk Sarjana Arkeologi
harus terus diupayakan, baik untuk instansi
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Alasannya adalah karena para
Sarjana Arkeologi adalah tenaga khusus
yang sangat dibutuhkan dalam proses
pelestarian cagar budaya, baik di kantor
maupun di lapangan. Selain permintaan
formasi, perbaikan sistem rekruitmen PNS
juga harus terus dibenahi. Artinya, untuk
memperoleh tenaga arkeologi yang benar-
benar handal diperlukan sistem seleksi yang
ketat dan memadai.
Keenam, pengendalian dan penempatan
pegawai sesuai dengan kompetensi. Salah
satu dampak negatif pemberlakuan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah
adalah perilaku pejabat daerah (bupati atau
walikota) yang cenderung sewenang-
wenang dalam menempatkan pegawainya
tanpa melihat kompetensinya. Hal ini juga
berlaku bagi Sarjana Arkeologi yang bekerja
di lingkungan pemerintah daerah. Oleh
karena itu, kebijakan resentralisasi kepe-
gawaian kiranya sangat tepat untuk
diterapkan. Hal ini sebagaimana dikatakan
oleh Wibawa (2008: 73) ketika mengomen-
tari fenomona tersebut.
Penutup
Upaya pelestarian cagar budaya
memang seharusnya menjadi tanggung
jawab bersama. Secara yuridis jelas, bahwa
pelestarian cagar budaya menjadi tugas dan
wewenang bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (Pasal 95–97,
Undang-Undang Cagar Budaya). Oleh
karena itu, pendesentralisasian kewenangan
di bidang pelestarian cagar budaya
merupakan upaya pemerintah yang patut
diapresiasi. Akan tetapi, penyediaan sumber
daya aparatur yang berkaitan dengan
pelimpahan kewenangan tersebut juga patut
dipikirkan dan kemudian direalisasikan. Jika
tidak, kebijakan pemerintah tersebut justru
dapat menjadi bumerang, karena hasil
pekerjaan bisa menjadi berbanding terbalik
dengan yang diharapkan.
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